
 

 

 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO 

NOMOR  16  TAHUN 2008 

TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SAWAHLUNTO 

 
Menimbang   :  a.  bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 

Nomor 8 Tahun 2002    tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti; 

b.  bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah; 

  
Mengingat     :   1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956  

tentang  Pembentukan Daerah Otonom Kota 
Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), 
jo PP Nomor 44 Tahun 1990 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah 
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Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Solok 
(Lembaran Daerah Negara Republik 
Indoensia Tahun 1990 No 56); 

2.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 
1997  Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - 
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Repblik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004, Nomor 125,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008, Nomor 59,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4844); 

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 10.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 
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11.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 4028); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah ketiga 
kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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16.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang 
Dana Perimbangan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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